
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 802 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN SISTEM PEMRINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang :  a.   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis   Elektronik,   manajemen   SPBE
meliputi:  Manajemen  Risiko, Manajemen keamanan
informasi,  Manajemen  data, Manajemen  asset teknologi
informasi dan   komunikasi,   Manajemen   sumber   daya
manusia, Manajemen pengetahuan, Manajemen Perubahan,
dan Manajemen   Layanan   SPBE.   Instansi   Pusat   dan
Pemerintah Daerah   melaksanakan   Manajemen   Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih,  efektif,  transparan,  dan  akuntabel  serta
pelayanan publik    yang    berkualitas    dan    terpercaya
diperlukan sistem pemerintahan berbasis  elektronik  yang
terintegrasi  dan terkoordinasi  di lingkungan  Pemerintah
Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang     Pedoman     Manajemen     Sistem
Pemerintahan Berbasis   Elektronik   Pemerintah   Daerah
Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat      : 1. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2004  tentang
Pembentukan  Daerah Sulawesi Barat (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  105,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2008  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang  Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik   Indonesia  
Nomor
5952);3. Undang-Undang    Nomor    14    Tahun    2008    tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
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Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 5038);

5. Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014   Nomor   24,   Tambahan  
Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5657)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang   (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis   Elektronik   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7.    Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2019 Nomor 112);

8. Peraturan   Presiden   Nomor   132   Tahun   2022   tentang
Arsitektur  SPBE  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 233)

9.    Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun
2020 tentang Pedoman Manajemen  Risiko Sistem
Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

10.  Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman Manajemen  Keamanan Informasi
Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  dan  Standar
Teknis  dan  Prosedur  Keamanan  Sistem  Pemerintahan
Berbasis  Elektronik  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2021 Nomor 541);

11.  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1
Tahun 2023 tentang Interoperabilitas  Data dalam
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
dan Satu Data Indonesia;

12.  Peraturan  Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi  Sulawesi  Barat       (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah  Provinsi  Sulawesi  Barat  Nomor  79)  sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir  dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi  Barat Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
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Menetapkan   :

(Lembaran  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Barat  Tahun  2023
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah   Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 115);

13.  Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Satu
Data Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2020 Nomor 38);

14.  Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan  Berbasis
Elektronik (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2023 Nomor 15); 

MEMUTUSKAN :

KESATU :  Pedoman Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Daerah   Provinsi   Sulawesi   Barat,   sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA          :  Pedoman Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, meliputi:
a. manajemen risiko;
b. manajemen keamanan informasi
c. manajemen data;
d. manajemen aset TIK;
e. manajemen sumber daya manusia SPBE;
f. manajemen pengetahuan;
g. manajemen perubahan; dan
h. manajemen layanan SPBE.

KETIGA :  Pedoman Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU,  sebagai  pedoman  pelaksanaan  SPBE  dalam  rangka
menghasilkan  layanan  SPBE  terintegrasi  di  lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KEEMPAT      :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju 
pada tanggal 29 Mei 2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

        ${ttd}

NURYANI, SH, MH
Pangkat Pembina/IV.a
NIP. 19780612 200801 2 023

 
an. GUBERNUR SULAWESI BARAT

SEKRETARIS DAERAH

                    ttd

       MUHAMMAD IDRIS
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